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PUTUSAN
Nomor 227/Pdt.G/2019/PA.Sbh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai
Talak antara:

Pemohon, lahir di Sosa, tanggal 28 Maret 1989 (umur 30 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal Bulu
Sonik Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa
kepada Mardan Hanafi Hasibuan, SH., Advokat / Penasehat
Hukum pada kantor hukum Mardan Hanafi Hasibuan, SH &
Associates beralamat di JI. Kihajar Dewantara No. 7
Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan
Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2019
sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Sibuhuan, tanggal 22 September 1989 (umur 30 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal Link 1l Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan
Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23
September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan
pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor
227/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah,
menikah secara agama islam di Sibuhuan pada tanggal 7 Januari 2010
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/1/2010, yang diterbitkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padang Lawas;

2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan atas kemauan kedua
belah pihak (Pemohon dan Termohon) karena sebelum pernikahan
Pemohon telah mengenal baik sikap dan tingkah laku serta diri Termohon
dan demikian juga sebaliknya Termohon juga telah mengenal baik sikap
dan tingkah laku Pemohon, oleh karenanya pernikahan tersebut
berlangsung tanpa ada unsur paksaan dari dan dalam bentuk apa pun juga;
3. Bahwa atas pada awal perkawinan, Pemohon dan Termohon
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkawinan
Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah
pula dikarunia 2 orang anak yang bernama Zakiyah Harahap Lahir Didesa
Bulu Sonik pada Tanggal, 16 Februari 2011 dan sultan Daffa Harahap lahir
di Desa Bulu Sonik.

4, Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan baik baik saja dan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon tinggal bersama dengan Mengontrak Rumah beralamat di
Lingkungan lll, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padang Lawas, selama 1 (Satu) Tahun dan kemudian pindah ke
desa Bulu Sonik kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi
Sumatera Utara, sebagaimana tempat tinggal/kediaman Orang Tua
Pemohon yang disebut diatas.

5. Bahwa seiring berjalannya waktu yakni sekira tahun 2012, rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi
perselisihnan, pertengkaran dan percekcokan secara terus-menerus bahkan
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memaki-maki pemohon dengan kata-kata kasar seperti kalimat Suami
Anjing, babi, setan , dan ditambah lagi perbuatan termohon yang tidak
menghormati, menghargai pemohon dan bahkan tidak melayani pemohon
sebagaimana layaknya suami yang sah, tanpa alasan yang tidak jelas.

6. Bahwa kemudian dari serangkaian sikap Termohon yang selalu
tidak menghormati, dan menghargai Pemohon, dan memaki maki Pemohon
dan ditambah lagi sikap Termohon yang tidak sepaham dengan Pemohon
dan menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain
membuat Pemohon Kalut, sedih tidak tahan lagi untuk tinggal bersama,

7. Bahwa kemudian sekitar pada bulan 10 tahun 2013 percekcokan
atau perselisihan terus terjadi bahkan semakin memuncak, sehingga
Pemohon pergi Meninggalkan Rumah kediaman bersama dan pisah
ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (Enam) tahun.

8. Bahwa kemudian selain perilaku Termohon yang disebutkan
diatas sikap lain yang membuat Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama
Termohon adalah sikap Termohon yang sering Memaki-maki pemohon dan
menuduh Pemohon Selingkuh dengan wanita lain, atas perbuatan
Termohon yang demikian Pemohon sudah sangat sering menasehati dan
memberikan pemahaman-pemahaman agar Termohon tidak mengulangi
sikapnya tersebut akan tetapi Termohon tidak pernah berubah sama sekali;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang
disebut diatas, oleh keluarga kedua belah pihak, orang tua Termohon, dan
tokoh masyarakat telah mengetahuinya dan atas dasar itu keluarga
Pemohon dengan Termohon berinisiasi untuk memediasi dan
menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,
namun upaya tersebut tidaklah berhasil dimana Termohon masih tetap saja
mengulangi perbuatannya secara terus-menerus dan bahkan semakin
menjadi-jadi yang mengakibatkan Pemohon merasa sedih dan kalut
memikirkan sikap Termohon yang demikian;

10. Bahwa kemudian atas sikap dan perilaku Termohon yang
tidak menunjukkan ada perubahan sehingga pada tanggal 17 April 2017,
Pemohon menjatuhkan talag 1 (satu), talag 2 (dua) dan Talag 3 (tiga)
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kepada Termohon dihadapan Kepala Lingkungan lll, Kelurahan Pasar
Sibuhuan, Kecamatan Barumun dan Kepala Desa serta saksi-saksi secara
Sar’;

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang secara
terus-menurus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun batin serta tidak ada
harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagaiman tujuan dari
pernikahan.

12. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sehingga atas dasar
sikap dan perbuatan Termohon yang demikian mengakibatkan Pemohon
tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon dalam ikatan suami
istri dan untuk itu Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan
mengakhiri pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq 1 (satu) raj'i terhadap diri
Termohon dengan segala akibat hukumnya termasuk dan tidak terbatas
untuk menerbitkan akta cerai Pemohon dengan Termohon.

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang diuraikan diatas,
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq.
Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak memeriksa dan mengadili perkara
a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2, Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk
menjatuhkan thalaq 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon Termohon

dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;
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Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan
maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun
demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan
kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan
pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/1/2010 yang dikeluarakan oleh
Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padang Lawas, tanggal 07 Januari 2010, yang telah diberi
meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim
Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan
aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
Fotokopi KTP dengan NIK 1221072803890001 yang telah diberi meterai
cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi
tanda P2 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.
Johan Wahyudi Hrp, lahir Bulusonik 27 Januari 1987, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa
Bulusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi

saudara kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 5 dari 16 Hal. Putusan
No.227/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada
tanggal 07 Januari 2010

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
masing-masing bernama Zakiyah Harahap dan Sultan Daffa Harahap;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2012

- Bahwa saksi hanya pernah mendengar pertengkaran Pemohon
dan Termohon namun tidak melihat langsung;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon adalah Termohon sering berkata kasar terhadap
Pemohon dan Termohon egois serta tidak menghargai Pemohon sebagai
suaminya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon
Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober
tahun 2013 yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Termohon

Tondi Sarasi, lahir di Bulusonik 13 Mei 1990, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Bulusonik,
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 2010, dan telah dikaruniai 2
orang anak, masing-masing bernama Zakiyah Harahap dan Sultan Daffa
Harahap;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2012
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- Bahwa saksi hanya pernah mendengar pertengkaran Pemohon
dan Termohon namun tidak melihat langsung;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon adalah Termohon sering berkata kasar terhadap
Pemohon dan Termohon egois serta tidak menghargai Pemohon sebagai
suaminya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon
Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober
tahun 2013 yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan
tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan
tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara

verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan,
maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016
tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan
pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses
mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim
telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon
agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya
suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap
pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari
Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974
jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai
Talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat
permohonannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan akibat
pertengkaran tersebut Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan
perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor
9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya
permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon
tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya
maka Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di
depan sidang pengadilan dan berarti pula Termohon telah mengakui dalil-dalil
permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-
dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan
hukum dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 serta (dua) orang saksi,
yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Hakim
berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta
otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-
nazzegel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah
memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon
sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat
bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 a quo, terbukti bahwa
Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang
sah sejak tanggal 07 Januari 2010, dengan demikian secara formil Pemohon
adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak
terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka
kompetensi mengadili perkara a quo secara relatif berada pada Pengadilan
Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan
Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi
kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir
secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah
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sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui
ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober
tahun 2013 yang lalu hingga saat ini, dan keterangan saksi-saksi tersebut
relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi
yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi
syarat materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171
- 176 RBg dan Pasal 308 — 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi
yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta Pemohon
dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan
pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9)
Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta pada tanggal
07 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor
Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagaimana
diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/1/2010 tanggal 07
Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak
terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 10 dari 16 Hal. Putusan
No.227/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi mengadili perkara a quo secara relatif berada pada Pengadilan
Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang
saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan,
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan
Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

e Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-
masing bernama Zakiyah Harahap dan Sultan Daffa Harahap;

e Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya
adalah Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan Termohon
egois serta tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan
Oktober tahun 2013 yang lalu hingga saat ini;

e Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah
menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Pemohon dan
Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2013 yang lalu
hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta
yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi
berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan
Termohon tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah
(broken merriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk
dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan

menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;
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Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian
yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa
“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon
serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang saling
bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah
terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan Pemohon dan Termohon sudah
tidak serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2013 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama dalam persidangan
menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon
meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim, hal mana
berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa
dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah
bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang
menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara
keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim patut
menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah
(broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan
demikian Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan
kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat
menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.
Sementara kaidah fikih menyatakan:
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Aladl e oJe 2388 sl 153
~ : ! o ’
Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang
menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena
tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana
yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT
dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

8 O)FAad )3 53 pa A0 Jan s Lol ) 3 L 3 51 Akl (e A1 G184 4B (g
G5 85D 2 380 Y Al

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan

firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

CHER PP s oow w s s om prL ek
Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami

dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi
perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam
kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,
setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian,
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’
ayat 130 yang berbunyi:
LS Gty Al SIES " o 8 A % GO O
Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan
jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha
Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi,
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia di atas, maka Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon
dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga
permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum
dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada
hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil
dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan
dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut
Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar
hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil
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secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah
atas ketidakhadirannya tersebut, maka Hakim sepakat mengabulkan
permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang
besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama
Sibuhuan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Wendri, S.Ag.,
M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Drs.
Syaifuddin  sebagai  Panitera  Pengganti, dengan dihadiri  oleh

Pemohon/Kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon

Hakim Tunggal,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syaifuddin

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,-

- ATK Perkara :Rp 50.000,-
- Panggilan ‘Rp 255.000,-
- PNBP :Rp 20.000,-
- Redaksi 'Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah 'Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2019/PA.SbhHal. 16 dari 16 Hal. Putusan
No.227/Pdt.G/2019/PA.Sbh
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